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lebih diefektifkan lagipengawasannya.
Memang Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)sudah diserahkan ke kabupa
ten, tinggal bagaimana mengefektif
kannya. Itu nanti bekerja sarna dengan
DPRD,"paparnya.

Sadarpajak
DijelaskanDadang, PBBmerupakan

kewajiban setiap warga negara, karena
negara itu hidup dari pajak. "Saya
harapkan seluruh masyarakat sadar
betul untuk membayar retribusi dan
. pajak, karena pembangunan bisa
berlangsung dengan baik manakala
warganya paharn dan sadar akan ke
wajibannya membayar pajak. Dengan
begitu, PADdanAPBD bisa terus
meningkat," ujarnya.
Terkait industri pariwisata, pihak

nyamengaku sedang rnerancang dan
terns melakukan pendekatan agar sek
tor inibisa menjadi andalan PADKa
bupaten Bandung. "Sebab itulah kami
mohon bantuan dari DPRD,agar kita
juga mendapatkan pendapatan dari
sektor pariwisata seperti di Kab.Ban
dung, Provinsi Bali.Harapannya, pari
wisata bisa menjadi andalan. Narnun
pengelolaan saat inibelum bisa siner
gis dengan pihak ketiga, dalarn hal ini
PT Perhutani dan PTPNVIII. Lain hal
nya dengan perhotelan yang lebih mu-

.' dah dalarn pemantauannya, saat ini 10
persen pendapatan

dari restoran un
tukPAD. Tinggal
diefektifkan,
agar terhindar
dari permainan
oknurn-di

SOREANG, (GM).-
OpiniWajarTanpa Pengecualian

(WfP) dari Badan Pemeriksa Keuang
an (BPK)RI dua tahun berturut-turut
yaitu pada tahun anggaran (TA)2016
dan 2017,meyal inlir S'lpati H.
DadangM.Naser n.ei. , .etkanopini
. serupa untuk Kab.Bandung pada
tahunini.
. Rancangan Peraturan Daerah (Ra
perda) tentang Laporan Pertanggung
jawaban Pelaksanaan Anggaran Pen
dapatan dan BelanjaDaerah (APBD)
Kab.Bandung TA2017 yang telah dite
tapkan menjadi peraturan daerah
(perda) olehBadanAnggaran (Ban
gar), semakin menguatkan keyakinan
bupati untuk meraih target.
"Kalau ritme pola kerja sarna dan

pemaharnan terhadap anggaran ini
dipertahankan antara DPRDdan se
luruh perangkat daerah, insyaAllah
tahun inikami yakin akan kembali
meraih opiniWI'P. Kamipunya arn
bisi, dan cita-cita untuk setiap tahun
nya dapat opiniWI'P," ungkap
Dadang di Soreang, Senin (30/7).
Menurutnya, bila setiap tahun opini

positif tersebut didapat, maka Bangar
tidak akan sulit dalarn mengevaluasi
penggunaan APBD."Nanti Bangar
tinggal melihat catatan-catatan dari
BPK,tinggal melihat sarannya seperti
apa untuk nantinya ditindaklanjuti.
Narnunpesansayauntukseluruhja
jaran pemkab, kitajangan berpuas
diri. Karena efektivitasdan efisiensi
penggunaan anggaran, harus terns di
tingkatkan," imbuhnya,
Bupati menilai, adanya pandangan

bahwa Pendapatan AsliDaerah (pAD)
harus seimbang dengan Dana Bagi
Hasil (DBH)itu baik,Narnun karena
dana daerah masih banyak yang di
tarik ke pusat, pihaknya meminta .
agar dicermati bagaimana
hak-hakdaerahyang
kebetulan dananya
ditarik ke pusat.
"MisalnyaPajak

Kendaraan Ber
motor (PKB)yang
ditarik provinsi,
berapa persen
untuk PAD-nya.
Sedangkan PAD
yang sudah dis
erahkanke
daerah, harus

Bupati, "Kita Targetkan
Opini WTP Setiap Tahun"
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